BAB IV
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan
257 desa.! Saat ini di Kabupaten Tulungagung, tersedia TPA Segawe yang
merupakan TPA satu-satunya di Kabupaten Tulungagung. TPA ini telah
mendekati batas umur pakai dimana TPA Segawe hampir penuh. Selain itu
TPA Segawe ini baru melayani 6 kecamatan dari 19 kecamatan yang berada di
kabupaten Tulungagung. Tantangan di depan dimana cakupan wilayah
persampahan semakin bertambah serta jumlah timbulan sampah bertambah
seiring dengan perkembangan Kabupaten Tulungagung khususnya dalam hal
pariwisata, maka perlu dipikirkan alternatif lokasi TPA yang dapat
mengantisipasi permasalahan tersebut.

Kawasan selatan Kabupaten Tulungagung, saat ini menjadi kawasan
yang mulai tumbuh, seiring dengan terbangunnya Jalan Lintas Selatan (JLS)
atau Pantai Selatan (PANSELA), sehingga banyak dibangun obyek wisata dan
kawasan pertumbuhan baru di sekitar JLS dan sirip-siripnya. Dengan adanya
pengembangan kawasan ini, berdampak pada permasalahan sampah yang
dapat dipastikan akan bertambah volume maupun ragamnya.

“Volume sampah yang dihasilkan masyarakat Tulungagung setiap
hari mencapai 100 ton. Namun yang masuk ke TPA 80 ton dan

sebagian sudah dipilah di masyarakat dan bank sampah,” tutur Bapak

! https://tulungagungkab.bps.go.id/publication, diakses pada senin, 29 juli 2019, pukul
23.20 wib
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Suroso selaku Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan

Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung.?

Dengan volume sampah yang tidak sedikit tersebut Kabupaten
Tulungagung masih menyediakan hanya 5 hektare lahan untuk TPA. Sehingga
pemkab berencana memindahkan ke lokasi baru di Desa Banyuurip,
Kecamatan Kalidawir. Hal ini dikatakan oleh Bapak Sukaji selaku Kepala
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bahwa luas TPA Segawe memang belum
bisa maksimal menampung banyaknya sampah yang berasal dari seluruh
wilayah Kota Marmer.

TPA juga termasuk salah satu upaya pemerintah dalam menngatasi masalah
persampahan. Oleh karena itu pembuatan TPA pun juga diatur dalam perundang-
undangan agar tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat setempat, seperti jarak
dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km dengan mempertimbangkan pencemaran
lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan suatu kajian terkait studi
kelayakan TPA di Kawasan Selatan Kabupaten Tulungagung, baik secara
teknis, finansial maupun lingkungan, untuk menentukan alternatif terbaik dari
lokasi TPA di kawasan Selatan Kabupaten Tulungagung ini. Beberapa isu
pokok yang diperkirakan menjadi perhatian dalam hal dampak pembangunan
TPA sampah ini adalah:

a. dampak terhadap kondisi fisik tanah
b. menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan akibat lindi

c. timbulnya bau

2 Hasil wawancara dengan Bapak Suroso S.E (Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung), pada Jum’at tanggal 27 september 2019, pukul
10.00 WIB.
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d. peningkatan debu
e. kebisingan meningkat
f.  munculnya binatang-binatang vector
g. gangguan kesehatan masyarakat
h. keresahan sosial masyarakat
Bapak Suroso menambahkan,

“melihat jumlah sampah perhari yang masuk, memang seharusnya

membutuhkan lokasi yang lebih luas,” tutur beliau.®

Melihat kondisi tersebut, pihaknya memang harus mengambil kebijakan baru
dengan memindahkan lokasi TPA ke tempat yang lebih layak, atau lebih luas
dari sebelumnya. Setelah melakukan peninjaun ke lokasi, akhirnya Pemkab
memilih lahan hutan milik Perhutani di Desa Banyuurip, Kecamatan

Kalidawir seluas sekitar 35 hektare.

“Dengan pemukiman terdekat memiliki jarak 10 kilometer. Pemkab
kerja sama dengan Perhutani juga sudah mendapat lampu hijau,”

terangnya.*
Beliau mengungkapkan, TPA baru itu bakal difungsikan pada 2020
mendatang. Jika dikelola dengan baik, TPA tersebut bisa digunakan hingga 50
tahun selanjutnya atau pada 2070. Pengelolaan yang dimaksud ialah dengan
sanitary land fill. Setiap tumpukan sampah dengan ketebalan tertentu akan
diuruk untuk dimanfaatkan gasnya. Disamping itu bisa juga menutup sampah

dengan plastik atau lainnya. Selain terkendala oleh lahan TPA, dalam

% Ibid.,
* 1bid.,
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pengelolaan sampah ini DLH juga terkendala oleh sarana dan prasana yang

kurang memadai, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suroso,

“kendala kami selama ini adalah di bagian kendaraan, karena dengan
sampah yang sebanyak itu kami hanya menggunakan 6 damn truk, 11
arm roll, 4 pick up, dan motor roda 3. Selain itu kesadaran
masyarakat juga masih rendah. Sebenarnya dalam pengelolaan
sampah ini juga sangat membutuhkan SDM yang tinggi, agar dapat
mengelola sampah sehingga bernilai ekonomis. Ya harapan kami ke
depannya agar masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sesuai perda, dan semoga
ada penambahan sarana prasarana agar kinerja DLH lebih optimal®”

Pengelolaan sampah di Kabupaten Tulungagung menggunakan
metode sanitary landfill dengan cara membuang dan menumpuk sampah ke
suatu lokasi berlegok, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya
dengan tanah. Sedangkan untuk sisa sampah yang belum terolah memerlukan
penanganan supaya tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Kegiatan satu
desa satu bank sampah® dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan
bank sampah di Kabupaten Tulungagung melalui suatu gerakan masif yang
terstruktur mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat
kabupaten. Selain itu kegiatan ini juga untuk mendukung pencapaian target
Indonesia Bebas Sampah tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah terus menggencarkan kegiatan

5 Ibid.,
6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah
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satu desa satu bank sampah dapat segera terwujud sehingga permasalahan
sampah dapat terkurangi.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam
menanggulangi masalah sampah ini melibatkan aksi masyarakat. Hal ini
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, bahwa dalam
pengelolaan sampah tidak hanya pemerintah dan penghasil sampah (seperti
pabrik dan semua usaha yang menghasilkan banyak sampah) saja yang turun
tangan, melainkan juga seluruh masyarakat.’

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dalam
menggandeng seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengelola
sampah ini terlihat dari kegiatan kerja bakti. Dalam rangka memperingati Hari
Peduli Sampah Nasional (HPSN)® Tahun 2019, pada hari Kamis (21/2/2019)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kerja
bakti membersihkan Bantaran Kali Ngrowo di Kelurahan Kutoanyar
Kecamatan Tulungagung yang diikuti oleh ribuan peserta dari Instansi
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, TNI, POLRI, komunitas, masyarakat
dan dunia usaha. Kegiatan ini dimulai dari pukul 06.00 WIB pagi di sepanjang
Kali Ngrowo dan acara dipusatkan di bantaran Kali Ngrowo (depan cafe
ungu).® Diawali dengan laporan panitia Drs. Sukaji, M.Si menjelaskan bahwa
peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2019 melibatkan

unsur pemerintah maupun kelompok masyarakat dan dunia usaha dengan

7 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
Persampahan

8 https://kbbi.web.id, diakses pada Senin, 29 Juli 2019, pukul 23.20 wib

9 https://m.solopos.com, diakses pada Senin, 29 Juli 2019, pukul 23.20 wib
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jumlah peserta sebanyak 1.100 orang terdiri dari, Forkopimda, SKPD Se-
Kabupaten Tulungagung, Tim Penggerak PKK, darma wanita dan dunia
usaha. Lebih lanjut Sukaji menerangkan tujuan diadakan peringatan ini, untuk
menggandeng masyarakat dan dunia usaha yang ada di Kabupaten
Tulungagung dalam meningkatkan peran aktif dan kesadaran masyarakat
tekait pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat,
dalam hal pengelolaan sampah di Tulungagung, Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) merupakan Majlis Tanfidz Syar’iyyah (lembaga eksekutif) yang
bertugas sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan. Dinas Lingkungan
Hidup inilah yang nantinya bertanggungjawab terhadap kegiatan pengelolaan
sampah di Tulungagung.

“jadi sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan, Dinas
Lingkungan Hidup ini sudah melakukan berbagai upaya dalam
menangani masalah sampah yang ada di Tulungagung. Jika dipandang
dari agama upaya yang dilakukan ini mengandung kemaslahatan bagi umat,
meskipun adanya pembayaran retribusi sebesar Rp. 20.000/ bulan. Ya
kedepannya harapan kami pemerintah dan masyarakat bisa meningkatkan
kerjasamanya, karena masih terdapat daerah yang masyarakatnya masih
kurang kesadarannya seperti di daerah timur makam Tertek sampai ke utara
perbatasan Kutoanyar yang selokannya masih banyak sampah yang

menyumbat”.

Sebagai Majlis Tanfidz Syar’iyyah DLH dapat menciptakan
program dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong suksesnya

pengelolaan persampahan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten
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Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan.
Sementara itu warga juga menuturkan,

“selama ini DLH memang telah berupaya mengatasi masalah
sampah di daerah Tulungagung mas, seperti adanya petugas
sampah, itu sangat membantu. Hanya saja kesadaran masyarakat
yang masih kurang, seperti kebiasaan buruk membuang sampah di
sungai yang menyebabkan sungai air menjadi tidak jernih dan

baunya busuk’*

Deni Andrianto salah satu warga Desa Kutoanyar juga menuturkan,

“upaya DLH ini merupakan implementasi dari ajaran agama Islam
yaitu kebersihan sebagian dari iman. Oleh karena itu mengatasi
masalah sampah ini sangat penting, karena demi menciptakan
lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Saya mengapresiasi
kinerja DLH yang dari pagi sudah bekerja membersihkan sekitaran
sungai. Harapan saya ke depannya masyarakat lebih sadar untuk
tidak membuang sampah sembarangan, karena kondisi sungai di

sini sudah tercemar dan baunya tidak enak!'”.

Ana Mardiana seorang wiraswasta yang bekerja sebagai pedagang kaki lima
di sekitaran Sungai Ngrowo menambahkan,

“selama ini DLH telah berupaya mengatasi masalah sampah dengan
baik dan sesuai dengan tugasnya. Namun masih perlu ditingkatkan
seperti pengangkatan sampah yang ada di sungai. Upaya DLH
belum optimal karena memang sarana dan prasana belum memadai,

sehingga menghambat kinerja DLH. Harapan saya ada upaya dari

10 Hasil wawancara dengan Bapak Nur Iwan, pada Senin, tanggal 23 September 2019,
pukul 09.00 WIB.

11 Hasil wawancara dengan Bapak Deni Andrianto pada Minggu, tanggal 29 September
2019, pukul 19.00 WIB.
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DLH untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, karena peran
masyarakat di sini juga sangat penting*?”

B. Temuan Penelitian

1. Pengangkutan sampah di Tulungagung terkendala oleh sarana dan

prasarana seperti terbatasnya jumlah kendaraan pengangkut yaitu arm
roll dan truck. Saat ini DLH mempunyai 16 alat angkut sampah yang
terdiri dari 11 arm roll dan 5 dump truck.
Jumlah itu jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 30 kendaraan
angkut sampah. Sebagian arm roll yang dimiliki sudah berusia tua.
Terakhir pengadaan kendaraan dilakukan pada tahun 2018 lalu yaitu 4
arm roll dan 1 dump truck.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di

sungai. Meskipun sudah diberi peringatan baik tertulis maupun tidak
tertulis, namun masih ada saja yang tidak mengindahkannya dan tetap
membuang sampah di sungai atau selokan.
Kebiasaan masyarakat seperti ini yang membuat keadaan lingkungan
semakin memburuk, karena membuat sungai menjadi tercemar, seperti
air sungai menjadi tidak jernih dan menimbulkan bau tidak sedap.
Pengangkatan sampah yang ada di sungai belum berjalan secara
maksimal, dikarenakan sarana dan prasana yang belum memadai.

3. Tidak semua masyarakat mengetahui teknik pemilahan sampah antara organik
dan non-organik. Sampah organik dan non-organik harus dipisah karena proses

pengolahannya yang berbeda. Jika masyarakat melakukan hal ini, maka

2 Hasil wawancara dengan Ana Mardiana pada Minggu, tanggal 29 September 2019,
pukul 11.00 WIB.
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sampah yang ada akan lebih bermanfaat. Namun sayangnya masyarakat lebih
memilih membuang sampah begitu saja.

Kumpulan sampah organik seperti daun gugur, sampah sisa pertanian, dan
sampah dari sayuran dapur bisa diolah sendiri oleh masyarakat untuk dijadikan
pupuk kompos. Sementara itu sampah non-organik seperti plastik, kaleng, karet

dapat didaur ulang menjadi barang baru yang bernilai ekonomis.



